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Abstrak
 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU

APS”), telah mengatur mengenai alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan

putusan Arbitrase. Permohonan pembatalan putusan ini diajukan di Pengadilan Negeri. UU APS tidak

memberikan pembedaan terhadap pembatalan baik terhadap putusan arbitrase nasional maupun pembatalan

atas putusan arbitrase internasional. Faktanya, pengaturan mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase

dalam UU APS terdapat ketidakharmonisan aturan yang menimbulkan multitafsir. Pasal 70 UU APS

menggunakan frase “sebagai berikut” yang apabila diartikan maka ketentuan mengenai alasan pembatalan

putusan arbitrase adalah bersifat limitatif. Disisi lain dalam Penjelasan Umum Bab VII UU APS

menggunakan frase “antara lain” yang apabila ditafsirkan maka alasan pembatalan putusan arbitrase adalah

bersifat tidak limitatif. Ketidakharmonisan dalam pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam

UU APS ini tentunya menimbulkan ketidakpastian. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung telah

mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2012. SEMA tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan

mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU APS tidak dapat disimpangi. Dengan

demikian ketentuan dalam Pasal 70 UU APS bersifat limitatif. Meskipun telah terdapat SEMA, ternyata

ketentuan SEMA masih belum banyak dipergunakan dan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan dalam

memeriksa dan memutus pembatalan putusan arbitrase. Masih terdapat putusan yang mengabulkan

pembatalan putusan arbitrase di luar dari ketentuan Pasal 70 UU APS yang bersifat limitatif. Walaupun

berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat, namun SEMA hanya bersifat pedoman, sehingga hakim

berpendapat bahwa ketentuan SEMA dapat di simpangi. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakseragaman

pada putusan pengadilan yang memutus tentang alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan

putusan arbitrase di Indonesia.

......Indonesian Law Number 30 year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (“UU

APS”). The law regulates the reasons that can be used to file an application for the annulment of an

arbitration decision, which is submitted to the District Court. UU APS does not differentiate between the

annulment of national arbitration decisions and the annulment of international arbitration decisions. In fact,

there is inconsistency in the regulation of the reasons for the annulment of arbitration decisions in the UU

APS, leading to multiple interpretations. Article 70 UU APS uses the phrase "sebagai berikut" (as follows),

which, when interpreted, implies that the provisions regarding the grounds for annulment of arbitration

decisions are restrictive. On the other hand, in the General Explanation of Chapter VII of the UU APS, the

phrase "antara lain" (among other things) is used, implying that the grounds for annulment of arbitration

decisions are non-restrictive. The inconsistency in the regulation of the annulment of arbitration decisions in

the UU APS undoubtedly creates uncertainty. In response to this, the Supreme Court issued Regulation No.
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7 of 2012 (SEMA No. 7 Tahun 2012). This regulation essentially states that the provisions regarding the

grounds for annulment of arbitration decisions in Article 70 of the UU APS cannot be deviated from. Thus,

the provisions in Article 70 of the UU APS are restrictive. Despite the existence of SEMA, it appears that its

provisions are not widely used and considered by court judges in examining and deciding on the annulment

of arbitration decisions. There are still decisions that grant annulment of arbitration decisions outside the

restrictive provisions of Article 70 of the UU APS. Although SEMA is valid and binding, it is considered a

guideline, so judges believe that its provisions can be deviated from. This also causes inconsistency in court

decisions regarding the reasons that can be used to file for the annulment of arbitration decisions in

Indonesia.


